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Skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP 
MONEY POLITIC YANG DI LAKUKAN CALON KEPALA DESA DI DESA 
BATU GAJAH KECAMATAN MUARA RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS 
UTARA”. Gambaran demokrasi di Indonesia sesungguhnya dapat di lihat dari 
demokrasi tingkat desa yaitu dimana dalam kehidupan masyarakat yang dalam 
pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dan sebagai jalan terakhir 
adalah pengambilan suara terbanyak. Dalam pemilihan calon kepala Desa 
bersaing secara ketat, biasanya antara calon yang satu dengan yang lainnya akan 
berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga 
masyarakat. 
 Penelitian ini di lakukan di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara rupit 
Kabupaten Musi Rawas Utara saat pemilihan kepala Desa tahun 2016. 
Masyarakat Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas 
Utara kurang mengetahui dengan istilah money politic. Masyarakat menganggap 
Spembagian uang yang di lakukan oleh calon kepala Desa kepada warganya 
menjelang pemilihan kepala Desa sebagai suatu pemberian yang biasa untuk 
menarik simpati warganya. Hal ini pada akhirnya membentuk pandangan 
masyarakat bahwa untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon kepala Desa harus 
mempunyai permodalan yang sangat besar. 
 Berdasarkan hasil penelitian bahwaPemberian yang dikenal dengan money 
politic di dalam hukum Islam di sebut dengan risywah, money politic yang 
dilakukan dalam pemilihan umum, dalam hukum islam termasuk dalam kriteria 
risywah muharramah, yaitu di haramkan dari pihak pemberi dan penerima, karena 
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A. Latar Belakang 
Allah menciptakan manusia dengan berbagai bentuk yang sama 
antara manusia satu dengan yang lainnya, menjadikan manusia sebagai 
penguasa dimuka bumi yakni agar manusia dapat mengelola bumi serta 
isinya, Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan,menjadikan 
manusia laki-laki dan perempuan ,hewan jantan dan betina, begitu pula 
tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.  
Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan 
sebagai suami isteri membangun rumah tangga rapi dan teratur, untuk itu 
haruslah di adakan ikatan pertalian yang kokoh yang tidak mudah putus 
dan diputuskan, yakni akad nikah dan ijab qabul perkawinan. Dengan 
adanya ikatan pernikahan tentunya manusia akan memperoleh keturunan 
sebagai anugerah dari Allah SWT.  
Kemudian dengan adanya keturuan maka jumlahnya pun akan 
bertambah dari individu menjadi kelompok, dikatakan juga kelompok 
sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, karenya manusia 
dimuka bumi ini saling membutuhkan antara satu dengan yang 
lainnya,.manusia jika telah dikelompokkan maka ada yang namanya 
pemimpin dalam kelompok tersebut dan harus ada yang mengatur 
 
 




Hal yang dilakukan jika menentukan ketua didalam suatu 
kelompok harus ada yang bersedia diantara untuk menjadi ketua dalam 
kelompok tersebut atau harus melalui pemilihan secara satu per-satu 
kepada siapa yang pantas menjadi ketua atau pemimpin.seperti halnya 
Masyarakat Desa Batu gajah telah selesai menyelenggarakan Pilkades 
(Pemilihan Kepala Desa) pada tanggal 5 september 2016. Pilkades yang di 
selenggarakan 5 september 2016 merupakan Pemilihan para Calon Kepala 
Desa. 
Pemerintah menyediakan panitia pengawasan pemilihan umum 
untuk melihat keadaan pelimihan umum tersebut, jika terjadi 
permasalahan disaat pemilihan berlangsung maka panitia pengawasan 
pemilihan umum akan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian 
pemerintah juga menyediakan lembaga peradilan untuk melayani rakyat 
yang sedang menghadapi permasalahan hukum, peradilan merupakan 
tempat dimana masyarakat mencari keadilan dengan berbagai 
permasalahan dan kasus yang dialami. Peradilan dalam istilah Inggris 
disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa Belanda yang maksudnya 
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam 
menegakkan hukum dan keadilan demi terciptanya suatu putusan yang 
benar, putusan sebagai produk peradilan,sangat erat kaitannya dengan 
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ijtihad dan fatwa. Dalam Islam dalam kedua hal tersebut dianjurkan untuk 
berjihad seorang yang memenuhi persyaratan, malah menurut Islam bila 
seseorang berijtihad tetapi hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala, 
dan bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu 
pahala ijtihad dan satu lagi pahala kebenaran yang didapat, jadi suatu 
penegakkan hukum itu adalah tujuan utama dalam suatu peradilan.
2
 
Dalam peradilan masyarakat tentunya menginginkan penegakan 
hukum yang seadil-adilnya. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat 
esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum 
negara berdasarkan Undang-undang (state law) guna dapat terwujud tujuan 
hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan.
3
 
Kebijakan pengembangan peradilan dapat diartikan sebagai upaya-
upaya yang rasional untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas 
peradilan. Pengertian demikian identik dengan tujuan Reformasi yang 
menuntut adanya peningkatan kualitas yang lebih baik dengan demikian 
Reformasi sistem peradilan mengandung makna peningkatan kualitas 
sistem peradilan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan peningkatan 
kualitas peradilan tentunya bukan peradilan dalam arti sempit yaitu proses 
peradilan penegakan hukum di pengadilan, tetapi peradilan dalam arti luas 
yaitu sebagai suatu sistem peradilan. 
Sistem peradilan dalam arti luas identik dengan sistem kekuasaan 
kehakiman yang pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum 
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bekerjanya sistem peradilan atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang 
hukum pidana yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, 
dipengadilan mulai dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung dan 
tahap eksekusi pidana dimungkinkan terjadinya permainan kotor atau 
tercela ini disebut sebagai mafia peradilan, peradilan biasanya beroperasi 
apabila ada kesempatan yang tepat misalnya saja pengadilan tinggi 
Mahkamah Konstitusi yang disebutkan didalam pasal 24 c Undang-undang 
dasar tahun 1945 yang berbunyi mahkamah konstitusi berwewenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang putusannya bersifat pinal 
untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-undang dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan 
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum. 
Kalimat yang menyatakan bersifat final menyebabkan pihak yang 
kalah tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan tersebut yang 
telah ditetapkan. Walaupun kenyataannya ada yang namanya asas 
persamaan dimuka hukum, yaitu tidk ada perbedaan antara pihak yang 
sedang berperkara. Asas ini dijabarkan dalam kalimat:”perlakuan yang 
sama atas diri setip orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan 
perbedaan berlakuan”. Ditempatkannya asas ini sebagai asas kesatu 
menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum 
(acara) pidana di Indonesia. Adanya asas ini dalam kitab Undang-undang 
hukum acara pidana merupakan suatu arah pembaruan dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia. Bahkan hal tersebut menunjukkan adanya 
 
 
sikap politik pemerintah Orde Baru dalam masalah penanganan perkara 
pidana yang terbuka dan bertujuan menegakan hukum dimana “Supremasi 
Hukum” tidak lagi akan merupakan slogan belaka.4 
Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, 
secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakkan hukum baru 
akan terpenuhi apabila lima pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima 
pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, 
peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya. Secara empirik,efektivitas 
penegak hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless, yaitu 
harus dilihat bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya 
dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman tersebut 
dapat dikatakan  bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun 
praktek problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik 
(political will) dan para pengambil keputusan merupakan faktor yang 
menentukan hukum dapat tegak atau ambruk, atau setengah-setengah.
5
 
Para pengambil keputusan yaitu hakim.seorang dikatakan hakim 
karena ia mencegah kezhaliman dan memisahkan antara dua orang yang 
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Seorang hakim harus orang yang bertuhan, sebab hakim ber-Tuhan 
akan bekerja dengan perasaan hati-hati sesuai dengan kepercayaannya. 
Sudah pasti keberuntungan dari Allah SWT adalah suatu yang berguna 
bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
Jika hakim-hakim di negara kita ini lemah imannya berarti 
pemerintah negara sama halnya dengan seorang gembala yang 
membiarkan serigala-serigala dengan bebasnya melahap gembalanya, yang 
pada akhirnya tibalah giliran dirinya dilahap serigala-serigala itu. 
Sebaliknya bagaimanapun bagusnya peraturan-peraturan hukum 
negara, jika dijalankan oleh manusia-manusia atau petugas-petugas yang 
dipengaruhi oleh iblis karena mereka tidak takut oleh zat yang menguasai 
diri mereka yaitu Allah SWT maka mereka petugas-petugas itu akan bebas 
sebebas-bebasnya tanpa kendali iman dan taqwa, akibatnya sia-sia jika 
peraturan yang muluk-muluk itu apabila aparat pelaksanaannya tidak 
mempunyai iman yang kuat.
7
 
Pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang 
diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam mengatakan bahwa dengan 
saling memberikan hadiah akan tercipta rasa kasih sayang diantara 
mereka. Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih 
sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani 
yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah 
SWT. Namun dalam perkembangannya dan realita yang terjadi, hadiah 
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terkadang menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai media 
pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Di antara 
bentuk hadiah yang dimaksudkan adalah hadiah yang diberikan kepada 
pegawai abdi negara. 
Seorang hakim dibenarkan menerima hadiah dari orang-orang yang 
mempunyai urusan dengannya sebelum menunjukkannya sebagai hakim 
dengan dua kondisi.pertama, orang yang memberi hadiah itu bukan dari 
salah satu pihak berperkara yang sedang ditanganinya. Kedua, nilai hadiah 
tersebut tidak boleh lebih besar dari hadiah yang diberikan kepadanya 
sebelum dia menjadi hakim bila lebih besar maka hadiah itu patut 
dicurigai, oleh karena itu hakim tersebut harus menolak untuk menerima 




Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan 
atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi, tindakan semacam ini diistilahkan dengan Gratifikasi, 
yaitu uang hadiah yang diberikan kepada pegawai abdi negara diluar gaji 
yang telah ditentukan. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) 
gratifikasi diartikan sebagai bentuk pemberian dalam arti luas, yakni 
meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa 
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalan wisata, pengobatan 
Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam hukum negara, sangat jelas 
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bahwa tindakan gratifikasi ini merupakan sebuah tindak pidana korupsi 
yang akan dikenakan hukuman negara. 
Sanksi terhadap hakim yang menyalahgunakan jabatannya atau 
bisa disebut melakukan perbuatan tercela pada butir b dalam pasal 20 ayat 
1 “ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan tidak 
hormat dari jabatannya dengan alasan:  
1. dipidana karena bersalah melkukan dengan tindak pidana 
kejahatan,  
2. Melakukan perbuatan tercela 
3. Terus menerus melalaikan kwajiban dalam menjalankan 
tugas pekerjaannya 
4. Melanggar sumpah atau janji jabatan 
5. Melanggar larangan yang dimaksudkan pasal 18.
9
 
Money Politic atau praktik penerimaan suap adalah perilaku yang 
melahirkan lingkaran setan dalam masyarakat. Ketika seorang hakim 
sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memisahkan yang benar dari 
yang salah, tetapi ia menerima suap dari salah satu pihak yang berperkara 
yang diperiksa olehnya, maka pihak lawan yang lemah tidak akan 
mendapat keadilan yang dicarinya. 
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Pada saat anggota masyarakat menyadari bahwa orang yang 
memiliki uang mendapat keringanan dari seorang hakim yang seharusnya 
ia menegakkan keadilan, maka mereka akan mengambil ahli kekuasaan 
keadilan tersebut dengan cara anarkis, ia tidak percaya lagi dengan 
lembaga peradilan. Situasi tersebut akan menyebabkan keadaan negara 
tanpa hukum dan akhirnya kehidupan masyarakat akan hancur. Pengaruh 
suap menyuap sangat merusak lembaga peradilan dimanapun didunia ini. 
Tidak sedikit orang yang berperkara selalu berusaha untuk 
menyuap hakim yang menangani perkara mereka. Biasanya orang tersebut 
melakukannya dengan cara yang halus sehingga hakim sendiri tidak dapat 
mengatakan bahwa ia telah disuap. Orang-orang tersebut akan berusaha 
menyuap hakim dengan cara memberikan hadiah-hadiah untuk hakim atau 
keluarga dan pegawainya. Sebuah hadiah untuk seseorang yang menjabat 




Contohnya saja kasus yang menjadi tujuan utama yang akan 
penulis bahas yaitu kasus atau permasalahan yang terjadi pada pemilihan 
calon Kepala Desa, Desa Batu gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten 
Musi Rawas Utara. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa permasalahan 
terhadap pelaku money politic yang terjadi pada pemilihan calon Kepala 
Desa di Desa Batu Gajah, pada saat itu pemilihan Kepala Desa serentak 
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yang dilaksanakan di Desa-desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas 
Utara. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan 
penelitian dengan judul “ TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP 
MONEY POLITIC YANG DI LAKUKAN CALON KEPALA DESA DI 
DESA BATU GAJAH KECAMATAN MUARA RUPIT KABUPATEN 
MUSI RAWAS UTARA ” 
B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah ini dibuat untuk mempermudah penulis dalam 
membahas masalah dan agar skripsi ini lebih terstruktur, adapun rumusan 
masalahnya dibuat dalam bentuk pertanyaan, antara lain: 
1. Bagaimanakah sanksi terhadap pelaku money politik yang di 
lakukan calon kepala desa di desa Batu Gajah Kecamatan Muara 
Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara 
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku Money Politik  
yang dilakukan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan 
Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Money Politic yang 
dilakukan calon  
Kepala Desa di Desa Batu gajah Kecamatan Muara Rupit 
Kabupaten Musi Rawas Utara. 
 
 
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap Money Politic 
yang  dilakukan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan 
Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. 
    
   D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 
maupun manfaat praktis sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah 
bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana positif baik 
materil maupun formil dan pada umumnya dalam pengembangan hukum 
pidana. 
2. Manfaat praktis 
Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat 
menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan 
berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya. 
 Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu 
akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak 
baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan 
dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat 
 
 
memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan 
perundang-undangan  dan kebijakan terhadap penegakan hukum pidana. 
      E. Tinjauan Pustaka 
Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Fatah 
Palembang, peneliti tidak menemukan judul yang sama. Namun melalui 
penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah penelitian, penulis 
menemukan beberapa tema yang senada dengan penelitian ini, antara lain: 
1. Skripsi MOH. Mahfudhi (2010) “Money Politic Dalam Persfektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Dari penelitian ini penulis menyatakan bahwa mam kategori risywah. 
Sedangkan dalam hukum Positif bahwa money politic sebagai sebuah 
tindakan yang melanggar undang-undang no. 8 tahun 2008 yang 
dimaksud money politic adalah memberikan uang atau materi sebagai 
imbalan baik secara langsung atau tidak langsung. 
2. Skripsi Syamsul Hadi (2012) “Kriteria Money Politic Dalam Pemilu 
Persfektif Hukum Islam”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil 
penelitiannya mengatakan bahwa money politic adalah suatu perbuatan 
termasuk risywah muharramah dan tidak dibenarkan oleh syara‟ 
3. Skripsi Hasan abdullah, (2009) yang berjudul money politic dalam 
Pilkades di Desa Tegal ampel Kabupaten Bondowoso dalam perspektif 
hukum islam yang pada intinya mengenai terhadap sistem Pemilihan 
Umum Kepala Desa secara langsung tahun 2009 membuka Money 
Politic di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso. Dan sejauh ini, 
belum ditemukan yang membahas tentang tinjauan Fiqh Jinayah 
 
 
terhadap Money Politik yang dilakukan calon kepala desa di desa batu 
gajah ,walaupun sudah ada yang mengankat tentang judul Money 
Politic dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kabupaten bondowoso 
dalam Perspektif Hukum Islam. Tetapi tidak mengkhususkan tinjauan  
fiqh jinayah terhadap Money Politic yang dilakukan calon Kepala Desa 
di Desa Batu Gajah kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas 
Utara oleh karena itu, penulis tertarik membahas tentang permasalahan 
“ tinjauan fiqh jinayah terhadap Money Politic yang di lakukan calon 
Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecematan Muara Rupit Kabupaten 
Musi Rawas Utara” 
     F. Metode Penelitian  
1. Bentuk penelitian  
  Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris, menurut soekanto 
yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi 
masalah (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. 
2. jenis dan sumber bahan hukum   
 Jenis data menurut Soerjono terbagi menjadi dua yaitu data primer 
dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan di dalam penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder. 
a. Data primer adalah data dasar data yang diperoleh langsung dari 
masyarakat melalui penelitian. Adapun sumber data primer dalam 
 
 
penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap 
masyarakat. 
b. Data sekunder (secondary data) antara lain, mencakup dokumen-
dokumen resmi,buku-buku harian. Adapun dalam penelitian ini yang 
menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan masalah 
yang dibahas seperti fiqh jinayah,fiqh munakahat, Hukum pidana 
islam dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian in 
    sumber bahan hukum menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi 
tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun 
sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun 
didalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum 
yang mengikat adalah Al-Qur‟an, dan Undang-Undang . 
b. Bahan hukum sekunder, yang memeberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer. Adpun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 
adalah tafsir Al-Qur‟an dan penjelasan terhadap Undang-Undang. 
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 
3.  lokasi penelitian 
Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah desa Batu Gajah 
Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Dilokasi tersebut 
 
 
diindikasikan  pernah terjadi kasus Money Poltic dalam pemilihan calon 
Kepala Desa. 
4.  Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Batu 
gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Mengingat 
populasi sedemikian luas, maka dilakukan purposive sampling (adalah 
subjek yang diambil sebagai sampel yang benar-benar merupakan subjek 
yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 
Dilakukan bahwa para informan adalah tokoh masyarakat Desa Batu 
Gajah , yang mengetahui masalah penelitian dalam penelitian ini peneliti 
mewawancarai 7 orang perangkat Desa Batu Gajah, 6 orang tokoh agama 
dan  5 orang masyarakat biasa di desa batu gajah. Jadi populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 18 orang. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Suatu alat yang digunakan untuk mengambil data awal, tentang 
money politic yang dilakukan calon kepala desa di desa batu gajah yang 
menjadi objek penelitian. 
 b. Wawancara 
penelitian melakukan teknik wawancara in-dept interview. Adalah 
dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan terbuka dan 
mendalam. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data 
 
 
tentang para responden secara langsung yang berkaitan dengan 
bagaimana cara masyarakat menjaga agar setiap pemilu di desa batu 
gajah berjalan dengan lancar dan tidak ada yang namanya Money 
Politic di dalamnya. Tanggapan ini mengenai mengapa terjadinya 
Money Politic dalam Pilkades yang dilakukan calon Kades terhadap 
sebagian warga di Desa Batu Gajah. 
 c. Keputakaan 
data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam 
penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara 
membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang 
membicarakan tentang money politic dalam tinjauan umum maupun 
buku-buku fiqh islam. Hal ini diperlukan sebagaimana landasan dalam 
penembangan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul tersebut 
kemudian diedit dan di koding. 
6. Analisis Data 
Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, 
kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriftif kualitatif, yaitu 
menggambarkan, mengurangi dan menjelaskan seluruh permasalahan yang 
ada, dan kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan 
dari fenomena-fenomena yang bersifat khusus ke umum. Dengan 
demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil 
penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-
 
 
permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam 
penelitian ini. 
G. Sistematika Penulisan 
 Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses 
penulisan skripsi, untuk mempermudahkan mencari laporan penelitian ini perlu 
adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk 
mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca 
mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup. 
 Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang 
mengetengahkan permasalahan secara berbeda- beda, tetapi merupakan satu 
kesatuan yang saling berhubungan, skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan 
sistematika sebagai berikut: 
 BAB I  : PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi 
penelitian ini secara garis besar. 
 BAB II : TINJAUAN UMUM 
 Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang 
definisi money politic, bentuk money politic, Undang-undang yang mengatur 
tentang Money Politic, sengketa dan penyelesaiannya, dasar pertanggung jawaban 
dan sanksi hukum Money Politic 
 
 
BAB III : DESKRIPSI WILAYAH DESA BATU GAJAH 
  Dalam Bab Ini Penulis Akan Menguraikan Mengenai Sejarah 
Singkat Desa Batu Gajah, Letak Geografis Wilayah, Keadaan Pemerintah, 
Keadaan Penduduk, Keadaan Agama, Dan Keadaan Pendidikan. 
BAB IV : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP MONEY 
POLITIC 
  Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan fiqh 
jinayah terhadap money politic yang di lakukan calon kepala Desa 
 BAB V : PENUTUP 










TINJAUAN UMUM MONEY POLITIC 
A. Definisi Money Politik 
 Money Politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku 
kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok.
11
 suap dalam bahasa Arab 
adalah rishwah atau rushwah, yang berasal dari kata al-risywah yang artinya 
sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air. Al-rosyi adalah orang memberi 
suatu yang batil, sedangkan murtasyinya adalah yang menerima.istila politik uang 
(money politic) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi 
politik (political corruption). Sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi 
perdebatan karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait 
perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara. Secara umum istilah 
korupsi di artikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau sumberdaya publik 
untuk kepentingan pribadi,telah tumbuh dan berkembang sebagai problem sosial 
yang serius dan akurat di indonesia.
12
 
 Dalam undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-
undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi,tindakan semacam ini di istilahkan dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah 
yang diberikan kepada pegawai abdi negara di luar gaji yang telah di tentukan. 
Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) gratifikasi diartikan sebagai 
bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat 
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(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam hukum 
negara, sangat jelas bahwa tindakan gratifikasi ini merupakan sebuah tindak 
pidana korupsi yang akan dikenakan hukuman negara. 
B. Bentuk Money Politic  
 Pemberian bentuk uang, uang sebagai sumber daya yang paling 
konvertibel, menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual. Dalam 
persentuhannya dengan dunia politik, justru uang menemukan hakikat 
ekstensialnya, yakni sebagai alat tukar menukar. Ketika uang menjadi media 
barter politik, peran kelompok-kelompok strategis yakni elit politik dan elit 
ekonomi yang menyelingkupi pucuk penguasa tertinggi, tak dapat 
dikesampingkan. Dinamika interaksi diantara mereka ikut mendorong proses 
tumbuh berkembangnya Money Politik. 
 Uang merupakan faktor utama yang berguna untuk mendongkrak kharisma 
personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait 
dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena pada dasarnya, politik 
adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan kepentingan pribadi 
dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.
13
 
 Dalam masyarakat banyak, tidak terkecuali masyarakat religius, uang 
memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk 
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 Upaya penyelesaian sengketa atau konnflik operasi money politic tidak 
bisa dihindari karena setiap orang yang bersengketa atau konflik pasti ingin 
memperoleh kemenangan. 
C. Undang- Undang yang Mengatur Tentang Money Politic 
 Di dalam pasal 6 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan 
atas undang –undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus 
lima puluh juta rupiah) setiap orang: 
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili; atau 
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 
untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 
mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili 
c. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima 
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pemberian atau janji sabagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1). 
Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan 
huruf b, serta pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 




 Tindak pidana money politic atau penyuapan dalam KUHP pasal 55 
dijelaskan 
1. Dipidana sebagai pembuat delik: 
a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 
melakukan perbuatan ; 
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman 
atau penyesatan,atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 
sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. terhadap 
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D. Sengketa dan Penyelesaiannya 
 Sengketa atau konflik adalah setiap situasi dimana dua atau lebih pihak 
yang memperjuangkan tujuan-tujuan dan pokok-pokok tertentu dari masing-
masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu 
pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara 
sadar tujuan-tujuan pokok mereka. 
 Cara penyelesaian konflik tipe pertama, didalam tipe pertama ini,konflik 
menjadi terselesaikan karena salah satu pihak, biasanya pihak yang berada dalam 
posisi lemah atau menduduki posisi sebagai bawahan,menyerah terhadap situasi 
yang tidak mengenakkan dan tidak menguntungkannya. Jika pihak yang lemah 
tadi mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri dari kekuasaan pihak yang 
kuat, maka konflikpun terselesaikan. 
 Pihak yang berkonflik tidak saling bertemu lagi satu sama lain, menetap 
didua tempat yang berjauhan,atau salah satu pihak mengasingkan diri. Di dalam 
suatu masyarakat dimana kecil kemungkinan terjadinya semua kemungkinan yang 
tersebut ini (tidak saling bertemu, dan seterusnya), baik karena kondisi sosial yang 
tidak memungkinkannya ataupun kondisi lain seperti kondisi geografis fisik, maka 
kemungkinan semakin berkembangnya konflik tentunya menjadi lebih besar. 
 Suatu penundukan yang sifatnya sementara akan muncul jika pihak yang 
berposisi paling lemah tidak dapat membebaskan diri dari kekuasaan pihak yang 
kuat; tetapi sambil menunggu kesempatan untuk meneruskan atau melawan 
kembali. Inilah yang membedakannya dengan cara penyelesaian konflik dimana 
penundukan atau penerimaan pihak yang kalah terhadap putusan penyelesaian 
 
 
konflik itu bersifat permanen, contohnya putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuasaan hukum yang pasti. 
 Tipe kedua cara penyelesaian konflik mempunyai ciri berpikir-pikir, 
kesedian melakukan pembicaraan dan perundingan, serta menggunakan cara-cara 
pengundian, didalam tipe kedua ini, konflik ditandai dengan keikutsertaan yang 
bersifat sederajat dari kedua pihak dalam penyelesaian konflik. Tidak ada pihak 
ketiga atau instansi tertentu yang diikut sertakan. Hal ini memberikan kebebasan 
yang lebih besar untuk penyelesaian konflik, tetapi membutuhkan upaya keras 
dari pihak-pihak yang berkonflik itu. 
 Memerlukan keterampilan yang besar dan jiwa yang benar-benar bersifat 
terbuka untuk menyelesaikan suatu konfrontasi terbuka dengan cara tipe kedua 
ini. Keberhasilan penyelesaian konflik dengan cara ini sangat dipengaruhi oleh 
apakah kedua pihak yang berkonflik masih menghargai kelanjutan relasi 
(hubungan) mereka di masa depan. Adanya kebutuhan yang mendesak untuk tetap 
melanjutkan hubungan mereka, merupakan faktor yang memudahkan 
penyelesaian konflik itu. 
 Tipe ketiga ciri dari cara penyelesaian konflik tipe ketiga ini adalah terjadi 
pengaduan, menggunakan penengah dan menghasilkan perdamaian. Didalam 
penyelesaian tipe ketiga ini, dilibatkan pihak ketiga kedalam konflik itu, dimana 
keterlibatan pihak ketiga karena inisiatif pihak yang bersengketa. 
 Pihak ketiga ini bisa orang yang di kenal oleh kedua pihak yang berkonflik 
tetapi bisa juga orang yang tidak mereka kenal, yang diterima oleh kedua pihak 
 
 
yang berkonflik sebagai penengah atau sebagai orang yang merumuskan 
kesepakatan yang diperoleh. 
 Dalam tipe ketiga ini, pihak ketiga tersebut tidak pernah menonjolkan diri 
mereka dalam penyelesaian konflik, dan mereka muncul secara insidental sesuai 
dengan permintaan yang berkonflik, diharapkan pihak yang berkonflik yang 
berposisi lemah dapat mengadukan keluhan mereka terhadap pihak ketiga itu. 
 Seluruh bentuk dari cara penyelesaian konflik tipe ketiga ini akan 
membentuk cara penyelesaian konflik yang bersifat pra-yuridis. Salah satu 
kelebihan tipe ketiga ini adalah perantara tidak terikat pada produser-produser 
formal dalam penyelesaian konflik, sehingga perantara dapat lebih dalam 
mengupayakan pnyelesaian konflik, serta dapat mengajukan kemungkinan baru 
yang dapat membantu situasi yang akan datang serta dapat mengadakan tekanan 
pada pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima kompromi dengan ancaman 
sang pencegah akan mengundurkan diri sebagai penengah jika kedua pihak tidak 
bersedia menerima kompromi yang ditawarkan pencegah itu. 
 Sebagai penengah, ia lebih banyak mempunyai wibawa dan kepercayaan 
dari kedua pihak yang berkonflik, sehingga pencegah itu dapat lebih mudah 
menguasai kedua pihak yang berkonflik. Dengan wibawa dan kepercayaan 
tersebut, penengah dapat berbuat lebih banyak dalam mencari suatu penyelesaian 
yang memuaskan kedua pihak. 
 Perbedaannya dengan penyelesaian konflik di pengadilan, adalah dalam 
tipe ketiga ini bukan penengah yang memutuskan penyelesaiannya,melainkan 
pihak yang berkonflik sendiri. Karakteristik tipe ketiga ini adalah mengutamakan 
 
 
terwujudnya perdamaian, yang bearti kedua pihak yang berkonflik melupakan 
segala sesuatu dan memaafkan segala-galanya, dan kemudian memulai yang baru. 
 Dalam cara penyelesaian konflik ketiga ini, diutamakan penyesuaian 
diantara dua kepentingan yang berlawanan agar kedua pihak yang berkonflik 
bersedia saling memberi dan saling menerima dengan tujuan agar hubungan 
mereka di masa depan dapat berjalan kembali seperti biasa. Dengan jalan 
mendamaikan kedua pihak yang berkonflik, maka konflik di hentikan sama sekali, 
melalui suatu modus yang dapat diterima akal sehat.
16
 
 Tipe keempat ciri cara penyelesaian konflik tipe keempat ini adalah 
bersifat arbitrase.
17
 Melalui suatu proses singkat, perdamaian bersifat yudisia, 
proses penyelesaiannya melalui proses hukum administratif dan proses sipil, dan 
menghasilkan putusan yang bersifat menghukum. Tipe keeempat ini mencakup 
semua bentuk yang khas dari penggunaan pencegah, yaitu para hakim atau 
arbitrator dalam penyelesaian konflik, di mana meskipun inisiatif keterlibatan 
pencegah itu berasal dari pihak yang berkonflik, keputusannya terletak pada 
hakim itu. Para pihak yang berkonflik tidak dapat lagi menentukan  sendiri 
permasalahan yang menjadi objek konflik mereka tanpa melalui hakim tersebut. 
Perdamaianpun dapat dilakukan dalam tipe keempat ini, tetapi atas usulan hakim. 
 Hakim sebagai pencegah pada awalnya mengupayakan perdamaian 
diantara kedua pihak yang berkonflik, sehingga proses penyelesaian konflik itu 
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berlangsung singkat, tetapi jika itu gagal maka hakim akan mengikuti keseluruhan 
prosedur formal yang berlaku. 
 Yang menentukan dalam tipe keempat ini, bukan apa yang disuka atau 
tidak disuka oleh hakim atau arbitrator. Hakim atau arbitrator dalam hal ini, secara 
“tidak  mempribadi” menaati prosedur yang berlaku dan pada ahirnya 
menjatuhkan putusan yang bersifat menghukum. Acara pembuktian dan 
komunikasi tertulis umumnya berlangsung dengan intensitas tinggi. Hal ini jelas 
memperpanjang  berlangsungnya proses penyelesaian konflik itu. 
 Pihak-pihak yang berkonflik sering mengalami kerugian waktu akibat 
proses yang lama dan bertele-tele. Namun sering juga terjadi bahwa konflik yang 
sedang berlangsung di pengadilan atau di arbitrase itu terhenti di “tengah jalan” 
karena terjaddi perubahan keadaan yang memengaruhi situasi konflik mereka, 
misalnya konflik tentang pengangguran menjadi hilang nilainya karena terjadi 
kondisi baru dimana terbuka peluang pekerjaan yang jauh lebih baik ketimbang 
pekerjaan yang sedang dipersengketakan itu. 
 Perbedaan antara peran hakim dan peran arbitrator sebagai pencegah, 
adalah arbitrator dipilih sendiri oleh para pihak yang berkonflik dan umumnya 
berasal bukan dari kalangan hakim yang resmi, tetapi orang yang di anggap 
menguasai permasalahan yang menjadi objek konflik itu, jangan dilupakan bahwa 
arbitrase juga terikat pada aturan-aturan dan putusannya pun mengikat kedua 
pihak yang berkonflik. Mengikatnya putusan (baik putusan hakim maupun 
 
 




 Tipe kelima adalah penyelesaian konflik dengan menggunakan cara 
yuridis-politik. Ciri penyelesaian komflik tipe kelima ini adalah berlangsung tanpa 
kekerasan, berwujud tindakan politik dan sosial, yang mengenal pembentukan 
putusan badan legislatif dimana penyelesaian konfliknya terpimpin. Tipe ini 
membawa penyelesaian konflik dari ruang pengadilan yang tenang, ke medan laga 
yang berbentuk putusan pemerintah yang bersifat politis dengan penggunaan 
tekanan politik terhadap bentuk putusannya. 
 Bahasan ini tentang penyelesaian sengketa atau konflik terkait hasil 
perolehan hasil perolehan suara pemilihan kepala desa dapat di lakukan di 
mahkamah konstitusi yang penjelasannya sebagai berikut: 
E. Dasar Pertanggung Jawaban Pidana 
 Pengertian pertanggungjawaban pidana, menurut Simon; “kemampuan 
bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, 
yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari 
sudut umum maupun orangnya”. Seseorang mampu bertanggung jawab, jika 
jiwanya sehat, yakni apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa 
perbuatannya bertentangan dengan hukum. Ia dapat menentukan kehendaknya 
sesuai dengan kesadaran tersebut. 
 Menurut Van Hamel: kemampuan bertanggung jawab adalah suatu 
keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) 
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kemampuan: pertama; mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat 
perbuatannya sendiri. Kedua; mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu 
menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan. Ketiga; mampu untuk 
menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu. 
 Van Bemmelen: seorang yang dapat dipertanggung-jawabkan ialah orang 
yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.
19
 
 Masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana yang diputuskan 
oleh hakim. Menurut Pomple ini merupakan pengertian yuridis bukan 
medis,memang medikus yang memberi keterangan kepada hakim yang 
memutuskan. Menurutnya dapat dipertanggungjawabkan(teorekenbaarheid) itu 
berkaitan dengan kesalahan (schuld). Orang yang dapat menyatakan dapat 
dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (schuld).
20
 
 Moeljatno, meskipun juga mengatakan bahwa dapat 
dipertanggungjawabkan merupakan unsur diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada 
tanda-tanda yang menunjukkan tidak normal, ia berpendapat sesuai ajaran dua 
tahap hukum pidana (maksudnya: actus reus dan mens rea) kemampuan 
bertanggungjawab harus sebagai unsur kesalahan. 
 Ia mengikuti pendapat Van Hattum, bahwa jika terjadi keraguan  apakah 
terdakwa berpenyakit jiwa atau bukan maka terdakwa tidak dipidana.
21
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 Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang normal mampu bertanggung 
jawab, ia mampu menilai bahwa perbuatan itu dilarang, artinya tidak dikehendaki 
oleh Undang-undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu. 
Dalam KUHP buku satu bab III pasal 44 ayat (1)  menyebutkan “barang siapa 
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena 
jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak 
dipidana”. 
 Ketentuan Undang-undang diatas yang dimaksud dgn jiwanya cacat 
karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit adalah dalam keadaan itu 
pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan 
kehendaknya terhadap perbuatannya, jadi alasan tersebut si-pembuat tidak 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
 Disamping pasal 44 KUHP, yang menyebut dasar tidak dapat 
dipertanggungjawabkan yang lain, misalnya umur yang belum cukup (belum 
dewasa) yang berada dibawah hypnose, tidur sambil berjalan.
22
 
 Kesimpulannya bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab adalah 
kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang 
sesuai hukum dan yang melawan hukum (faktor akal), kemampuan untuk 
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya 
perbuatan itu (paktor perasaan atau kehendak). 
 Kemampuan bertanggungjawab ini dapat disamakan keadaan dengan 
unsur sifat melawan hukum. Sebab dua-duanya merupakan syarat mutlak, yang 
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satu bagi dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum) dan yang lain bagi 
adanya kesalahan. Berhubung dengan adanya itu, dalam KUHP ada alasan 
penghapusan pidanayaitu dalam pasal 49, 50 dan 51 (alasan pembenar) dan dalam 
pasal 44 (tak mampu bertanggung jawab).
23
 
F. Sanksi Hukum  Money Politic 
 Sanksi hukum Money Politic adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur 
tentang adanya sanksi terhadap tindak pidana money politic. 
 Tindak pidana Money Politic itu sendiri juga merupakan tindak pidana 
jenis pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disusun oleh KPU.dan 
tindak pidananya merupakan delik aduan.karena money politic adalah delik aduan 
maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang 
dirugika. Maka berdasarkan asas hukum lex specialis de raget lex generalis, 
artinya bahwa peraturan khusus dapat menyampingkan peraturan umum dan juga 
atas pertimbangan tujuan lahirnya Undang-undang yang baru (Undang-undang 
pemilu), maka terhadap tidak pidana pemilu yang setelah undang-undang pemilu 
lahir (sejak tanggal 17 Desember 1969, untuk pertama sejak orde baru), yang akan 
diterapkan adalah Undang-undang pemilu, bukan KUHP.
24
 
 Hubungan antara ketentuan pidana dalam pemilu dan tindak pidana yang 
diatur dalam KUHP; jika Undang-undang diubah setelah perbuatan 
menguntungkan baginya “berarti jika perbuatan dilakukan setelah undang-undang 
yang baru lahir, tidaklah perlu dipertimbangkan ketentuan yang mana yang lebih 
menguntungkan si tersangka. Sejalan dengan asas hukum lex posteriori derogat 
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lex priori, yang artinya Undang-undang yang datangnya kemudian boleh 
menyimpang dari Undang-undang yang dahulu. 
 Dari keterangan diatas kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya 
hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana. Hal ini sesuai dengan 
peristiwa yang terjadi di desa Batu Gajah, kec. Muara Rupit,kab.Musi Rawas 
Utara. Pelanggaran terhadap tindak pidana pilkades 2016 ini  yang dilanggar 
adalah Undang-undang pemilu pasal 139 ayat (2) UU RI NO. 12 tahun 2003 
tentang pemilu di dalam ketentuan pidana. Undang-undang tersebut menyebutkan 
bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada 
seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu 
tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat 
suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan 
atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 
1.000.000,-(satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah). 
 Dalam ketentuan administratif pasal 77 UU No.12 tahun 2003 tentang 
pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa calon 
anggota DPRD/DPD (pasangan calon presiden dan/atau tim kampanye yang 
terbukti menjanjikan dana dan /atau memberi materi lainnya untuk mempengaruh 
pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU, sedangkan ketentuan 
pidananya pasal 139 ayat 2 UU No.12 tahun 2003 menyatakan, bahwa “setiap 
orang yang dengan sengajah memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya 
kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta 
pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga 
 
 
surat suaranya menjadi tidak sah, diancam pidana 2-12 bulan penjara dan/atau 
denda Rp1 juta- Rp 10 juta”.25 
 Dalam materi sosialisasi persiapan pelaksanaan pilkades 2016 desa batu 
gajah juga menyebutkan “ selama masa kampanye sampai dilaksanakan 
pemungutan suara,calon kepala desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan 
uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Calon yang terbukti 
melakukan pelanggaran tersebut dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU 




 Pasal 149 KUHP pada bab IV tentang kejahatan melakukan kewajiban hak 
dan kenegaraan menyebutkan “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan 
berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak 
itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan pada 
ayat 2 nya dipidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima 
pemberian atau janji, mau disuap.
27
 Cara tersebut biasanya berupa memilih 
seorang yang dicalonkan oleh yang menyuap itu. 
 Pasal diatas diperjelas lagi oleh KUHP pasal 103 yang menyebutkan pasal-
pasal dalam bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh 
ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana,kecuali jika oleh 
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Undang-undang ditentukan lain.kesimpulannya ,selain Undang-undang khusus 
(lex specialis) yang telah disusun oleh KPU,dalam KUHP juga diperjelas oleh 
pasal diatas. 
 Dari segi hukum kasus Money Politic belum tentu dapat dipersalahkan 
karena harus dibuktikan dari pengadilan,tetapi ada kaidah normatif yang 
menganggap Money Politic sesuatu yang negatif karena dapat merusak sistem 
















DESKRIPSI WILAYAH DESA BATU GAJAH 
A. Sejarah Singkat Desa Batu Gajah 
 Dari bukti yang ada menunjukan bahwa Desa Batu Gajah telah berusia  
kurang lebih 3,5 abad, ini ditunjukan dengan adanya sebuah makam tua 
peninggalan sejarah dari seorang keturunan raja yang datang ke palembang dan 
menyebar ke selatan hingga di desa Batu Gajah, ini juga tidak lepas dari sejarah 
asal-usul penduduk desa Batu Gajah itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa 
dahulu kala bahwa penduduk dari desa ini terdiri dari 3 (tiga ) suku, yaitu: 
1. Suku anak dalam 
2. Suku linggau 
3.  Suku rawas 
   Penduduk desa merupakan keturuna suku rawas menepat sebelah lembak 
dari sungai rawas. Keturunan suku anak dalam menepati bagian lembak di tepian 
sungai menan ,keturunan suku linggau merapat di bagian tengah. Mengingat 
adanya tiga keturunan suku, saat ini desa batu gajah dominan keterikatan pada 
suku rawas selain dari letak dan wilyahnya di area rawas dan juga sabgian besar 
memang sejak dulu bertempat tinggal di bagian tepi sungai rawas.
28
 
 Selain dari suku tersebut masyarakat desa batu saat ini sama halnya seperti 
desa-desa sekitar bahasa yang digunakan dalam keseharian yaitu bahasa melayu 
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yang sudah bercampur dgn bahasa jambi dan cukup berbeda jauh dengan bahasa 
palembang. 
 Asal mula nama Batu Gajah adalah,dahulu kalah sebelum di namakan desa 
Batu Gajah,yaitu dsea karang gane,yang mempunyai arti sama halnya batu 
gajah,seperti dalam bahasa inggris  ganesah yaitu gajah,dan karang itu salah satu 
benda yang menyerupai batu ,jadi jika di gabungkan dari suku kata tersebut yang 
artinya batu gajah,dari nama tersebut lama kelamaan nama tersebut di ganti 
menjadi Batu Gajah,yakni sebuah batu yang sangat besar seperti halnya binatang 
besar semacam gajah. Menurut legenda yang ada terlepas benar atau tidaknya, 
namun hal ini di percayai oleh warga desa Batu Gajah asal mula batu gajah yaitu, 
dahulu kalah hiduplah seorang yang di kenal begitu sakti mandra guna yakni 
Sipahit lidah. Si pahit lidah mempunyai kekuatan kanuragan yaitu apa yang keluar 
dari lidahnya maka akan benar-benar terjadi. Si pahit lidah berkelana di seluruh 
wilayah sumatera selatan seperti kelana nya di desa batu gajah tersebut,pada masa 
itu ketika si pahit lidah hendak mencuci muka dan minum air di sebuah sungai 
namun di uluh sungai ada segerombolan gajah yang hendak menyebrang sungai 
tersebut,namun dengan demikian hingga sungai tersebut menjadi keru dan kotor 
akibat dari gajah-gajah yang hendak menyebrang tersebut, lalu ketika sungai yang 
sebelumnya begitu bersih,jernih yang ingin di minumnya menjadi kotor, sehingga 
marahlah si pahit lidah,dia berkata “dasar tidak punya etika,tidak punya perasaan 
mempunyai hati tetapi seperti batu”, singkat cerita semua gajah yang hendak 
menyebrang tersebut berubah menjadi batu yang begitu besar. Memang hal itu 
sekarang batu besar tersebut memang adanya berada di tepian sungai yaitu sungai 
rawas yang ada di desa Batu Gajah, sehingga masyarakat desa Batu Gajah 
 
 
mempercayainya dengan adanya bukti sejarah tersebut.dan batu besar itupun 




B. Letak Geografis Wilayah 
 Desa batu gajah terletak di daerah kabupaten Musi Rawas Utara,+_ 60 KM 
di sebelah selatan dari kota Lubuk Linggau, berjarak +_ 3 KM dari ibu Kota 
Kecamatan. Desa ini terletak di tepi anak sungai rawas, disisi sebrang dari jalan 
lintas sumatera. Luas wilayah desa Batu Gajah adalag 240 HA. Dan desa Batu 
Gajah termasuk dalam dataran tinggi dengan jarak setinggi +_ 7 M  diatas 
permukaan air. 
 Adapun batas wilayah desa Batu Gajah adalah sebagai barikut : 
1. sebelah selatan berbatas dengan Desa Maur 
2. sebelah utara berbatasan dengan desa Noman 
3. sebelah barat berbatasan dengan anak ungai Rawas 
4. sebelah timur berbatasan dengan desa Tanjung beringin.30 
C. Keadaan Pemerintahan 
 Sistem pemerintahan yang terdapat pada kehidupan masyarakat desa Batu 
Gajah sama seperti pemerintahan yang terdapat pada desa-desa yang lain, yaitu 
pemerintahan yang bersifat demokrasi. Yang didalamnya terdiri dari kepala desa, 
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sekretaris desa, BPD, kadus, dan pemuka masyarakat lainnya. Lihat tabel struktur 
pemerintahan dibawah ini: 








Desa Batu  
Desa Batu Gajah termasuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam wilayah 
Kabupaten Musi Rawas Utara. Desa Batu Gajah di ketuai oleh kepala desa. 
Berdasarkan undang-undang nomor 56 tahun 1979 tentang pemerintahan desa 
yang dimuat dalam lembaga negara dan tambahan lembaga negara nomor 3153 
yang diinstruksikan oleh menteri dalam negeri nomor 9 tahun 1980 tentang 
pelaksanaan undang-undang tersebut maka pemerintahan atau sistem 
pemerintahan yang menggunakan sistem marga atau suku dihapuskan dan diganti 
dengan sistem pemerintahan desa.
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BPD                
Ahmadi 
KADES         
Habib 
SEKDES         
Hamid 
K. UMUM                     
Rexi Al Mubarok 
K. PEMR         
Eleng 
K. BANGUN         
Misbah 
KADUS I        
Kodri 
KADUS II            
Akamis 
KADUS III         
Totong 
KADUS IV           
Kholibin 
KADUS V         
Doni 
KADUS VI         
Aan 
KADUS VII           
Sidin 




D. Keadaan Penduduk 
 Penduduk desa batu gajah pada umumnya terdiri dari penduduk asli, tetapi 
sebagian kecil ada juga penduduk yang berasal dari daerah lain misalnya, ada 
yang berasal dari pulau jawa, bangka dan lain sebagainya. 
 Berdasarkan dokumentasi yang ada pada kantor kepala desa Batu Gajah 
jumlah penduduk desa Batu Gajah pada tahun 2017 berjumlah 3230 jiwa dengan 
jumlah KK sebanyak 701 kepala keluarga. Dengan rincian penduduk laki-laki 
berjumlah 1664 jiwa, dan 1566 jiwa adalah penduduk perempuan. Untuk lebih 
jelasnya lihat pada tabel berikut: 
32
 
Jumlah Penduduk Desa Batu Gajah 
No Nama Wilayah Jenis Kelamin 
Laki-laki               Perempuan 
Jumlah 
1 Dusun I 215                         199 414 
2 Dusun II 182                         164 346 
3 Dusun III 205                          197 402 
4 Dusun IV 236                          202 438 
5 Dusun V 268                          249 517 
6 Dusun VI 223                          216 439 
7 Dusun VII 186                          192 378 
8 Dusun VIII 147                          149 296 
  1664                        1566 3230 
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 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk jenis kelamin 
laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. 
E. Keadaan Agama 
 Pada masyarakat desa batu gajah masalah agama seperti halnya desa-desa 
lain merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat desa batu gajah sejak zaman 
dahulu sudah menganut ajaran agama islam, disebabkan karena desa batu gajah 
tersebut mempunyai wadah dan sarana dalam menimbah ilmu pengetahuan 
khususnya dalam bidang keagamaan, sarana maupun wadah pendidikan formal 
dan non formal tersebut sudah cukup lama berkembang di desa Batu Gajah seperti 
: belajar membaca Al-qur‟an setelah sholat magrib dirumah sesepuh ustad, 
pengajian ibu-ibu setiap mingguan, rebana atau qasidah yang sering dilantunkan 
oleh ibu-ibu dengan nada-nada islam yang dapat menghibur masyarakat. 
 Masyarakat desa batu gajah 100% menganut ajaran agam islam 
sebagaimana diatas dijelaskan semenjak dari nenek moyang, sehingga mereka 
pada umumnya merupakan orang-orang yang selalu mengunjungi masjid utuk 
melaksnaakan ajaran atau perintah allah SWT yang disampaikan oleh rosulnya. 
Terlebih pada saat hari-hari besar islam masyarakat desa batu gajah menginginkan 
syiar dari ajaran agama tersebut, dan mereka tidak ingin agama atau ajaran lain 
lebih semarak dibandingkan orang-orang islam khususnya desa batu gajah.
33
 
 Menurut data yang penulis himpun dan dari berbagai sumber jumlah 
sarana peribadatan untuk masyarakat desa batu gajah yang terdiri dari 2 masjid 
dan 3 nushalah, sehingga untuk menimbah dan memberikan pendidikan Agama 
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kepada masyarakat yang kurang atau bahkan belum mengerti sama sekali terhadap 
agama tidak begitu sulit. 
F. Keadaan Pendidikan 
 Pendidikan menurut masyarakat desa batu gajah merupakan kebutuhan 
yang paling penting dan utama, karena pada masyarakat setempat masih banyak 
yang buta huruf  tertama pada orang tua. Karena dahulu   sulitnya perekonomian 
dan sarana pendidikan yang masih kurang sehingga mereka tidak bisa merasakan 
dan mengenyam bangku sekolah, walaupun hanya sebatas bangku sekolah dasar. 
Pada masa sekarang masyarakat sudah mengenal betapa pentingnya pendidikan 
terutama didesa batu gajah, sekarang sedang berlangsungnya program sekolah 
paket dari pemerintahan ( khusus bagi orang mau mendapatkan ijazah SD, SMP, 
dan SMA) dan program sekolah gratis yang sudah berlangsung sekarang ini. 
 Sehingga dengan adanya program tersebut para orang tua bisa terbantu dan 
mereka juga bertekad untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang 
lebih tingi. Mereka bertekad walaupun mereka tidak bisa merasakan bangku 
sekola anak-anak dan cucu mereka harus maju dan berkembang terlebih terlebih 
dengan adanya program sekolah gratis tersebut. Mereka juga berharap untuk 
kedepannya khusus masyarakat desa batu gajah tidak ada lagi yang buta huruf dan 
tertindas karena kebodohan yang selama ini telah mereka rasakan. 
 Walaupun desa ini sudah ramai dan sedikit maju namun usaha pemerintah 
dalam rangka mewujudkan kecerdasan masyarakat desa masih terus dilakukan, 
salah satunya melakukan pembangunan seperti sarana dan prasarana desa Batu 
Gajah.setelah melakukan penelitian didesa batu gajah ternyata masih banyak 
 
 
anak-anak yang tidak tamat sekolah menengah atau bahkan tidak sempat untuk 
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut jumlah sarana pendidikan yang 
ada di desa Batu Gajah. 
Jumlah Sarana Pendidikan Desa Batu Gajah 
No Sekolah Negeri Swasta Jumlah 
1 TK 1 1 2 
2 SD 2 - 2 
3 SMP/MTS 1 1 2 
4 SMA/MAN - 1 1 
 JUMLAH 4 3 7 
  
 Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa sarana pendidikan 
yang ada di desa batu gajah kecamatan muara rupit kabupaten batu gajah telah 
cukup memadai, dimulai dari sekolah taman kanak-kanak hingga perguruan 
tinggi. Namun demikin, menurut keterangan kepala desa Batu Gajah walaupun 
sarana pendidikan telah tersedia dengan lengkap, tetapi masih juga terdapat 
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TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP MONEY POLITIC YANG 
DILAKUKAN CALON KEPALA DESA DI DESA BATU GAJAH 
KECAMATAN MUARA RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 
 A. Bentuk Money Politic dan Penyebab Masyarakat Desa batu Gajah Menerima 
Pemberian uang dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Batu Gajah 
Kasus Money Politic atau suap yang terjadi dalam sengketa pemilihan 
calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi 
Rawas Utara pada umumnya sudah mencoreng nama peradilan. 
1. Bentuk Money Politic di Desa Datu Gajah Kecamatan Muara Rupit 
Bentuk-bentuk Money Politic yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa 
yang dilakukan oleh para calon Kepala Desa dalam rangka meraih simpati warga 
masyarakat agar mereka terpilih menjadi kepala desa. Orang yang akan 
mencalonkan dirinya menjadi kepala desa, ibaratnya mereka mengiklankan 
dirinya agar terpilih. Calon Kepala Desa sebulan sebelum pemilihan dikantor 
kepala desa banyak menawarkan janji-janji kepada warganya bila mereka terpilih 
nanti disamping, menawarkan janji-janji acara makan-makan kira-kira satu 
minggu dua kali tiap malam untuk warganya tidak ketinggalan, hal tersebut sudah 
mulai dilakukan 6 bulan sebelum pelaksanaan pilkades yang dilakukan dipinggir 
jalan dimana ada warga-warga yang sedang duduk-duduk bersama. 
Menjelang tiga bulan acara makan-makan yang dibiayai oleh calonnya 
sudah mulai ada persaingan, kalau ada penjual yang lewat di depan orang-orang 
 
 
yang ngumpul, orang kepercayaan calon (pecut) membeli untuk warga yang 
sedang berkumpul tersebut. Waktu kurang setengah bulan setelah pemilihan 
calon-calon membagi-bagikan nasi bungkusan tiap-tip rumh seminggu tiga sampai 
empat kali, yang diberi hanya perkiraan dari pecut yang kira-kira memilih 
calonnya. Kurang satu minggu, dirumah tiap calon menyiapkan makanan 
(nasi,jajanan,rokok) untuk acara makan-makan bagi siapa saja warganya yang 
ingin boleh datang kerumah calon kades untuk ikut menikmati hidangan yang 
telah disediakan. Sehari sebelum pemilihan yaitu ba‟dah Isya semua calon 
membagi-bagikan uang kepada warganya, pembagian uang dilakukan oleh orang 
kepercayaan calon kades. 
Pembagian uang terakhir tidak di berikan kepada semua warga tetapi 
dipilh oleh pecut mana yang kira-kira akan memilih si calon, dengan tujuan agar 
uang yang akan dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Uang yang diberikan pada 
malam sebelum pemilihan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan uang yang 
dibagikan pada hari-hari sebelumnya yaitu antara Rp 30,000,00; Rp 50.000,00; 
tiap warga pemilih. Bentuk money politic dalam pemilihan kepala desa batu 
gajah, seperti yang diungkapkan oleh responden.
35
 
Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi yang nyata ditingkat 
desa. Dalam pemilihan kepala desa warga warga lebih mengetahui dengan benar 
siapa yang akan menjadi calonnya. Menurut sears dkk dalam sugioyono  persepsi 
adalah bagaimana seseorang membuat kesan pertama, prasangka apa yang 
mempengaruhi mereka dan jenis informasi apa yang kita pakai untuk sampai pada 
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kesan tertentu dan bagaimana akuratnya kesan kita. Persepsi seseorang dengan 
orang lain berbeda, proses persepsi ini sangat dipengaruhi oleh faktor 
pengalaman, pengetahuan, perasaan, proses belajar serta latar belakang individu 
yang tidak sama, karena itu persepsi bersifat individual. Berdasarkan penelitian 
persepsi masyarakat Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi 
Rawas Utara  terhadap Money Politic dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2016 
sebagai berikut: uang yang diberikan calon Kepala Desa sebelum pemilihan 
dianggapnya sebagai pengganti meningalkan pekerjaan karena memilih, padahal 
setelah mereka memilih mereka juga diberi uang oleh panitia yang berasal dari 
sumbangan para calon Kades yang digunakan untuk mengganti uang karena 
mereka meninggalkan pekerjaannya. Bila mereka tidak diberi uang, mereka malas 
untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa karena bagi mereka 
uang itu dianggap enak.
36
 
Persepsi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh faktor pengalaman, 
pengetahuan perasaan, proses belajar serta latar belakang dari tiap individu. 
Pemberian uang yang dilakukan calon kades kepada warganya dianggap baik, 
disamping itu uang yang diberikan sebagai pengganti upah kepada warganya 
karena telah meninggalkan pekerjaannya untuk memilih. Mereka menganggap 
uang yang menginginkan menjadi kepala desa seperti orang yang sedang punya 
hajat harus mengeluarkan uang, kalau ingin menjadi kepala desa mereka harus 
berani mengeluarkan uang banyak agar terpilih menjadi kepala desa karena tanah 
bengkok yang didapat banyak. 
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Warga yang berpendidikan tinggi seperti guru menolak dan tidak setuju 
dengan adanya pemberian yang dilakukan oleh calon kades, karena bila seseorang 
baru mencalonkan diri saja sudah banyak mengeluarkan banyak uang, maka bila 
ia terpilih menjadi kepala desa pasti akan berusaha mengembalikan uang yang 
sudah dikeluarkannya walaupun dengan cara yang kotor. Bila seorang calon ingin 
menjadi kepala desa mereka sudah banyak mengeluarkan uang agar ia terpilih 
pasti calon yang terpilih menjadi calon kepala desa tersebut akan menginginkan 
uangnya kembali dengan berbagai cara walaupun nantinya harus melakukan 
perbuatan kotor selama menjabat sebagai kepala desa. Bahwa semakin banyak 
calon kades yang mengeluarkan uang maka akan semakin banyak pula dia akan 
melakukan korupsi, sehingga program-program pembangunan desa yang 
semestinya menjadi perioritas utama untuk di lakukan, tapi justru sebaliknya yang 
terpenting uang kembali dulu kekantong (sudirman 2017) 
Mereka lebih setujuh dengan adanya uang yang dikumpulkan dari para 
calon yang nantinya diberikan kepada warga dengan nominal yang sama setelah 
memilih sebagai pengganti upah karena telah meninggalkan pekerjaaannya. 
Dengan adanya pemberian uang yang dilakukan oleh calon kepala desa maka bagi 
calon yang ekonominya lemah dan mempunyai SDM yang baik dan jiwa seorang 
pemimpin akan terasa tersisihkan dalam meraih simpati warga.
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Money Politic adalah sebuah transaksi atau rencana transaksi bermotif 
politis dengan menggunakan uang atau segala bentuk yang diwujudkan dengan 
memanfaatkan konvertibilitas uang yang bertujuan untuk mempengaruhi si 
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penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesutu tindakan untuk 
kepentingan si pemberi, yang didalamnya meliputi indicator suap, keterikatan, dan 
paksaan. Dengan adanya money politic yang terjadi dalam pemilihan kepala desa 
berarti secara tidak langsung kita sadar maupun tidak sadar telah menyerahkan 
diri dan nasib kita kepada para pemimpin yang bukan hanya belum tentu 
berkualitas tetapi jelas tidak memiliki sikap pemberani. Bila suatu pekerjaan tidak 
diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran.
38
 Begitu juga dengan 
jabatan dalam desa, bila seorang pemimpin tersebut tidak memiliki suatu yang 
dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, akan dibawa kemana desa ini, maka 
yang terjadi bukannya kemajuan pembangunan desa tetapi desa akan menjadi 
semakin jauh tertinggal  untuk menjadi desa yang lebih baik karena pemimpinnya 
tidak tepat dapat diandalkan untuk memimpin desa tersebut. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa batu gajah 
kecamatan muara rupit kabupaten musi rawas utara kurang mengetahui dengan 
istilah money politic. Masyarakat menganggap bahwa pembagian uang yang 
dilakukan oleh calon kepala desa kepada warganya menjelang pemilihan kepala 
desa sebagai suatu pemberian yang biasa untuk menarik simpati warganya. Dalam 
pilkades di desa batu gajah tidak terjadi dengan apa yang di sebut money politic, 
karena dalam pemberian uang yang dilakukan oleh calon kepala desa kepada 
warganya tidak terdapat indikator dalam  money politic seperti suap, paksaan dan 
keterikatan. Namun bila seorang baru mencalonkan diri saja sudah banyak 
mengeluarkan uang, maka bila ia terpilih menjadi kepala desa pasti akan berusaha 
mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan walaupun dengan cara yang kotor. 
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Calon kepala desa yang mengeluarkan uang tentu saja tidak menyadarkan 
tindakan mereka kepada kebaikan hati atau rasa pengorbanan bagi masyarakat, 
melainkan pada kemungkinan menarik keuntungan besar di belakang hari. Uang 
yang sudah dikeluarkan harus  bisa ditarik kembali ditingkat desa uang hanya 
dapat diambil dari kas desa atau pemerasan terhadap penduduk. 
Pemberian yang dilakukan calon kepala desa sering terjadi menjelang 
pemilihan kepala desa, dimana para calon kades pada tingkat ekonomi yang jauh 
lebih tinggi membagi-bagikan uang kepada warganya yang tingkat ekonominya 
lebih rendah untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari warganya dalam 
pemilihan calon kepala desa. Dalam pemilihan calon Kepala Desa di Desa batu 
Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 terdapat 
beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menerima pemberian.pemberian 
yang dilakukan calon kepala desa dalam proses suksesi pemilihan kepala desa di 
Desa Batu Gajah terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat yang masih 
kurang untuk menghidupi keluarga. Tidak dapat dipungkiri  bahwa masyarakat 
kita sekarang ini masih banyak yang hidup dalam kekurangan materi, terutama 
mereka yang hidup dipedsaan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai 
petani dan buru tani. 
Masyarakat Desa Batu Gajah mayoritas bekerja sebagai petani, mereka 
menggantungkan hidupnya dari bertani yang penghasilannya masi dirasa kurang 
untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya, sehingga beli diberi uang maka akan 
diterima karena uang tersebut bisa digunakan sebagai uang tambahan untuk 
mencukupi kebutuhan keluarga yang setiap harinya masih dirasa kurang.Uang 
merupakan alat kampanye yang paling ampuh untuk mempengaruhi masyarakat. 
 
 
Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik, begitu juga 
warga masyarakat yang menginginkan seorang pemimpin yang baik yang mampu 
membawa desa kearah pembagunan yang lebih baik bukan kearah yang lebih 
buruk. Untuk mewujudkan hal tersebut kita harus dapat memilih dan 
menyerahkan tanggung jawab pembangunan desa ini. Kepada seorang calon 
pemimpin yang baik yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mampu 
membawa desa kearah kemajun untuk dapat memberikan pemerataan 
kesejahteraan kepada warganya, dan itu salah satunya bisa kita mulai sebagai 
warga pemilih mempunyai hak untuk memilih calon kepala desa kita dengan 
pertimbangan secara rasional dan sesuai degan hati nurani kita bahwa calon yang 
akan menjadi pemimpin desa akan mampu untuk membangun desa kearah yang 
lebih baik. 
Tingkat pendidikan penting terhadap paktor yang menyebabkan 
masyarakat menerima pemberian yang dilakukanoleh calon kepala desa. Dengan 
tingkat pendidikan yang tinggi maka masyarakat mempunyai pengetahun yang 
luas dan dengan pengetahuan masyarakat dapat membedakan mana yang baik dan 
tidak, mana yang salah dan benar sehingga masyarakat dalam menggunakan 
tindakan akan selalu menggunkn pertimbangan secara rasinal begitu pula dalam 
pemilihan kepala desa. Dengan pendidikan masyarakat yang tinggi dan 
pengetahuan yang benar maka mereka seharusnya berani menolak pemberian 
yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. 
2. Faktor Penyebab Warga Desa Batu Gajah Menerima Pemberian Uang 
dari Calon Kepala Desa 
 
 
 faktor penyebab masyarakat Desa Batu Gajah menerima pemberian yang 
dilakukan oleh calon kades yang lain adalah faktor kebiasaan. Di desa Batu Gajah 
bahwa pemberian yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam proses 
pelaksanaan pemilihan kepala desa seakan sudah menjadi tradisi, dimana bagi 
masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi sangat berpeluang untuk 
menduduki jabatan tinggi ditingkat desa, sementara bagi mereka yang memiliki 
SDM  bagus tidak punya modal uang yang banyak dengan sendirinya akan 
tersisihkan. 
 Kebiasaan menghambur-hamburkan uang itu, memang sulit untuk 
dihilangkan, karena hampir semua masyarakat kita sudah kehilangan kepercayaan 
kepada pemerintah. Masyarakat desa batu gajah beranggapan setiap kali 
menjelang perebutan kekuasaan maka pada saat itu pula janji-janji manis akan 
mingkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan yang lain setelah terpilih 
nanti. Tetapi kenyataannya mereka lupa siapa yang memilih mereka dan untuk 
apa mereka memilihnya untuk memperjuangkan kesejahteraan warganya. 
 Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa alasan masyarakat desaa batu 
gajah menerima pemberian yang dilakukan oleh calon kepala desa. Diketahui 
bahwa alasan masyarakat menerima pemberian yang dilakukan oleh calon kepala 
desa, adalah uang yang diberi dianggap sebagai pengganti karena mereka 
meninggalkan pekerjaan mereka untuk memilih. Warga pemilih adalah 17 tahun 
keatas , sebagian besar dari mereka telah bekerja untuk menghidupi diri sendiri 
maupun keluarganya dan bila mereka tidak bekerja berarti mereka tidak 
mendapatkan penghasilan. Uang yang diberikan oleh calon kepala desa kepada 
warga dianggap sebagai pengganti uang penghasilan mereka selama sehari karena 
 
 
mereka meninggalkan pekerjaannya untuk memilih dalam pemilihan calon kepala 
desa.praktik tersebut uang belum bisa dihindari dalam setiap pilkades. Sebab, 
warga masih membutuhkan pemasukan dalam arti uang, ketika waktunya bekerja 
bertepatan karena uang uang untuk pemilihan ( danil,2016) 
 Kesempatan juga dijadikan alasan warga menerima pemberian yang 
dilakukan oleh calon kades, karena menganggap bila calon kepala desa sudah 
menjadi kepala desa mereka tidak akan lagi mebagi-bagikan uangnya untuk warga 
sehingga itu adalah kesempatan karena diberi mereka terima. Alasan lain 
masyarakat menerima pemberian tersebut, karena mereka menganggap uang yang 
diberikan mereka anggap sebagai rezeki shodaqoh.
39
 
 Secara sederhana bila mereka diberi akan mereka terima karena uang yang 
diberikan dianggapnya sebagai rezeki shodaqoh yang diberikan kepadanya, bila 
uang yang diberikan mengharuskan mereka untuk memilih, maka mereka akan 
menolaknya. Hanya saja dalam pemberiannya seseorang calon kepala desa hanya 
mengatakan bahwa ia meminta pertolongan dan menerima dukungan kepada 
warganya dengan tidak secara langsung mengharuskan mereka untuk memilihnya. 
 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan yang menjadi alasan 
masyarakat menerima money politic adalah karena uang yang diberikan calon 
kepala desa dianggapnya sebagai pengganti uang meninggalkan pekerjaan untuk 
memilih, kesempatan dan karena uang tersebut juga mereka anggap sebagai 
shodaqoh yang diberikan kepada mereka dan itu adalah rezekii. 
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B. Tinjauan fiqh Jinayah terhadap Money Politic yang dilakukan Calon Kepala 
Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas 
Utara 
dalam bahasa arab kata suap secara umum sering disebut dengan al-
risywah yang mana secara bahasa memiliki arti berarti suatu sarana untuk 
mencapai hajat dengan menggunakan tempat penampungan air, sedangkan secara 
istilah dapat di artikan sebagai berikut : 
1.sesuatu yang diterima, bukan sebagai upah kerja dan tercela menerimanya 
2. semua pembayaran untuk membantu kelancaran jual beli 
3. sesuatu yang diberikan sesudah dicarinya (dimintanya), sedang hadiah adalah 
Seuatu yang diberikan sebagai permulaannya 
4. menurut al-jurjani, adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu 
yang 
    Haq (benar/legal) dan menjadikan haq (membenarkan/melegalisaikan) 
yang batal. 
 Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa al-risywah adalah : 
Sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang 
salah. Dan berbeda lagi artian al-risywah yang dikekukakan oleh al-Fayyumi 
“Rishwah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau 
yang lainya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan 
sesuatu itu”.  
 
 
Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang disebut atau diartikan al-risywah 
atau suap secara umum adalah sesuatu yang diberikan atau diterima yang mana 




Rasulullah SAW pun secara tegas memberi peringatan untuk menjauhi 
praktek Rishwah, beliau bersabda: 
 ُْلَا فِ َيِشَتْرُمْلاَو َيِشاَّرَلا ملسو ويلع للها ىلص ِوَّلَلا ُلوُسَر َنَعَل ( :َلَاق ونع للها يضر َةَر ْيَرُى بَِأ ْنَعَو   ِمْكْم ُهاَوَر
 َناَّبِح ُنِْبا ُوَح َّحَصَو , ُّيِذِمْر ِّ تَلا ُوَن َّسَحَو ,ُةَسَْمْلَْا 
Artinya : “Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam melaknat penyuap dan penerima suap dalam masalah hukum. 
Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits hasan menurut Tirmidzi dan shahih 
menurut Ibnu Hibban 
 Para ahli fiqih telah membahas masalah ini dan muncul beragam Qaul 
(pendapat) 
Pertama: Mengatakan Haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh 
kelompok ini adalah keumuman makna dan dalam hadist yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, 
sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku money 
politics/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia 
pun harus dikenai hokum sesuai dengan kebijakan hakim. Kedua : Boleh jika 
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memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara‟ yang 
mengatakan : 
  ةرور ضلا حيبت تارو ضلا 
` Artinya : “Keadaan darurat memperbolehkan Hal-hal yang terlarang” 
Menurut mereka jika memang sesorang memiliki hak yang terbengkalai 
atau kemaslahatan yang tertunda,dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun 
merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan Rishwah/Money 
Politics, maka dalam situasi demikian sipenyuap tidak berdosa namun dosanya 
dibebankan sepenuhnya kepada sipenerima suap, dalam hal ini pengusung 
pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara‟ yang harus dipenuhi oleh 
orang-orang yang terpaksa harus melakukan Rishwah/Money politics sebagai 
berikut: 
Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi,legal dan halal sebelum 
mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan Rishwah/money Politic. 
Rishwah/Money Politics tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh haknya 
tanpa ada unsur melanggar atau merampas hak orang lain.Kemaslahatan yang 
ingin dicapainya dengan Rishwah/Money politic tersebut harus legal dan sesuai 
dengan Syara‟, Kezaliman yang memaksanya untuk melakukan Rishwah/Money 
politic sudah terjadi secara empiric, bukan hanya sekedar perkiraan Selama 
melakukan hal tersebut ia harus merasa tidak menginginkanya, tidak melampaui 
batas dan tidak pula mengikuti hawa nafsunya. 
 
 
Uang suap hukumnya haram menurut kesepakatan ulama, baik terhadap 
seorang hakim maupun terhadap petugas pengumpul zakatdan lain-lain,seperti 
suap menyuap dalam praktik pemilihan kepala desa terhadap warga yang memilih 
tersebut.Walaupun praktik politik uang yang dijalankan/dilakukan oleh para calon 
yang akan dipilih, namun amatlah sukar membuktikannya. Seperti apa yang 
dikatakan oleh Riyas Rasyid penggegas otonomi daerah, bahwa money politics 
seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa 
yang melakukan sangatlah sukar. Karena bagaimanapun si penerima uang dari 
calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, di sebabkan adanya 
Undang-Undang yang mengatur, si pemberi dan si penerima sama-sama 
melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara. 
Dalam pandangan ulama terdapat dua pendapat mengenai hukum 
melaksanakan money politik ini, yang mana pendapat pertama mengatakan 
dilarang/ haram dalam bentuk dan keadaan apapun, karena merujuk kepada hadits 
nabi Muhammad SAW: 
 ََعن َلَاق َةَسٌْ َُسْ ًَِبأ ٍْ َع ِّ ٍَِبأ ٍْ َع َت ًَ َهَظ ًَِبأ ٍِ ْب َس ًَ ُع ٍْ َع ََت اَوَع ُوَبأ َاَُر َّدَح َُتبٍْ َُخق َاَُر َّدَح َز ٍَ ُ َّاللَّ ىَّهَص ِ َّاللَّ ُلوُظ
 َتَِشئاَعَو وٍس ًْ َع ٍِ ْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ٍْ َع بَابْنا ًِفَو َلَاق ِىْكُحْنا ًِف ًَ َِشحْس ًُ ْناَو ًَ ِشا َّسنا َىَّهَظَو ِّ ٍْ َهَع َت ًَ َهَظ ُِّوأَو َةَدٌِدَح ٍِ ْباَو
 ٌحٍِحَص ٌٍ َعَح ٌذٌِدَح َةَسٌْ َُسْ ًَِبأ ُذٌِدَح ىَعٍِع ُوَبأ َلَاق ٍِ ًَ ْح َّسنا ِدْبَع ٍِ ْب َت ًَ َهَظ ًَِبأ ٍْ َع ُذٌِدَحْنا اََرْ َيِوُز َْدقَو
 ِّ ٍَِبأ ٍْ َع َت ًَ َهَظ ًَِبأ ٍْ َع َيِوُزَو َىَّهَظَو ِّ ٍْ َهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ًِّ ِبَُّنا ٍْ َع وٍس ًْ َع ٍِ ْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ٍْ َع ِّ ٍْ َهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ًِّ ِبَُّنا ٍْ َع
 َلاَو َىَّهَظَو ٍس ًْ َع ٍِ ْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ٍْ َع َت ًَ َهَظ ًَِبأ ُذٌِدَح ُلُوَقٌ ٍِ ًَ ْح َّسنا ِدْبَع ٍَ ْب ِ َّاللَّ َدْبَع جْع ًِ َظ و َلَاق ُّحَِصٌ ًِّ ِبَُّنا ٍْ َع و
 ُّحََصأَو ِبَابْنا اََرْ ًِف ٍء ًْ َش ٍُ َعَْحأ َىَّهَظَو ِّ ٍْ َهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص                                                                   
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu 
Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknati penyuap 
 
 
dan yang disuap dalam masalah hukum. Ia berkata; Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abdullah bin Umar, A`isyah, Ibnu Hadidah dan Ummu Salamah. Abu 
Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih, hadits ini telah 
diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amru dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan juga dari Abu Salamah dari 
ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam namun tidak shahih.  
Ia mengatakan; Serta aku mendengar Abdullah bin Abdurrahman berkata; 
Hadits Abu Salamah dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah hadits yang lebih hasan dan lebih shahih di dalam bab ini.
41
 
 Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa money politic dalam 
bahasa Indonesia adalah suap, dan suap dalam bahasa arab adalah  rishwah atau 
rushwah, yang yang berasal dari kata al-risywa yang artinya sebuah tali yang 
menyambungkan sesuatusesuatu ke air. Ar-rosyi adalah orang memberi sesuatu 
yang batil, sedangkan murtasyinya adalah yang menerima. Ar-raisy adalah 
perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak. Money 
politic dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu 
(money politic) sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama 
sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam 
harta yang diperoleh melalui jalan batil.  
 Maksud jalan batil di atas adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan 
oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas 
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dasar kerelaan yang berinteraksi. Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan 
masyarakat adalah menyogok atau menyuap.  
Akan tetapi para pemikir politik dan agama (Islam) sependapat bahwa 
tidak ada ayat Al-Qur‟an yang secara eksplisit menjelaskan tentang money politic 
berikut hukum syara-nya. Kalaupun hukumnya mau dicari, paling-paling metode 
analogi (qiyas) yang sering digunakan Imam Syafi‟i saja yang bisa digunakan. 
Misalnya money politic dianalogikan sebagai sogok.  
Dari argumen tersebut penulis menyimpulkan bahwa ayat al-Qur'an 
tersebut dapat dijadikan hujjah karena yang dimaksud jalan yang batil adalah jalan 
yang tidak dibenarkan oleh hukum dan Allah pun telah melaknat hal yang tidak 
sejalan dengan jalan Ilahi.  
 Allah ta‟ala berfirman dalam Q,S Al-Baqarah 188 : 
 ِلاَوَْمأ ْنِم اًقِيرَف اوُلُكْأَِتل ِما َّكْمُْلا َلَِإ َاِبِ اوُلْدُتَو ِلِطاَبْلِاب ْمُكْمَن ْ ي َب ْمُكْمَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت لاَو  َنوُمَلْع َت ْمُت َْنأَو ِْثْلإِاب ِساَّنلا  
 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
42
 
 Ayat ini melarang kaum muslimin melakukan tindakan yang sangat buruk. 
Memberi tahu mereka untuk tidak memakan harta orang lain dengan tidak benar 
dan tidak mencari harta dengan cara yang salah. Mereka tidak boleh merebut harta 
milik orang lain dengan cara paksa dan tidak adil kemudian sang penindas 
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tersebut mengadu pada para hakim sehingga mereka akan memberi para hakim 
sesuatu sebagai hadiah atau suap dengan tujuan memiliki harta orang lain dengan 
cara kekerasan. Apabila keadaan seperti itu maka mereka telah melakukan dua 
kezaliman besar: memakan hak orang lain dan penyuapan.
43
 
 Ibnu jabir,ibnu munzir, dan ibnu abi hatim meriwayatkan dari ibnu abbas, 
dan dia berkata,”ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang berutang, yang 
menyangkal utangnya dihadapan hakim, meskipun ia tahu benar bahwa dia 
berutang”. Adapun maksud “ makan hartamu diantaramu (sendiri) dengan cara 
yang batil” ialah mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibolehkan 
syarak, sekalipun yang punya harta merasa ridho dan bersenang hati menyerahkan 
hartanya itu.
44
 (Q,S Al-baqarah :188) sebagai peringatan kepada orang-orang yang 
merampas hak orang dengan jalan batil.
45
 
 Sejarah kehidupan nabi Muhammad Saw diriwayatkan suatu saat beliau 
mendapat kabar bahwa salah seorang gubernur jenderalnya yang telah menerima 
suap dengan dalih sebagai hadiah. Nabi Muhammad Saw berbicara kepadanya 
dengan keras, “kenapa engkau mengambil sesuatu yang bukan hakmu?” lalu 
orang tersebut berkata sambil memohon maaf kepada beliau bahwa barang yang ia 
terima adalah sebuah hadiah. Lalu nabi Muhammad Saw menimpali, “ bila 
engkau berada dirumah selagi engkau bukan gubernur dariku, maka akankah 
orang-orang memberimu sesuatu sebagai hadiah.
46
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 Dikabarkan dalam Nahjul balaghah bahwa Asy‟ats bin Qais pergi 
mendatangi Ali bin Abi thalib pada suatu malam dengan membawa sebotol madu 
yang tertutup oleh sesuatu . ia memberikannya kepada beliau sebagai hadiah 
dengan harapan ia memenangkan kasusnya di pengadilan hadhrat Ali, tiba-tiba 
Imam Ali terperangah dan berkata dengan keras “ kaum wanita yang tidak 
memiliki anak mungkin mengasihimu.apakah engkau datang untuk 
menyimpangkan aku dari agama Allah ? Demi Allah, seandainya aku berikan 
diberi segenap kekuasaan (tujuh) bintang beserta apa-apa yang ada dibawahnya 
agar aku tidak menaati Allah walau hanya merebut sebutir gandum dari seekor 
semut maka aku tidak akan melakukannya. Bagiku, duniamu lebih ringan dari 
pada daun yang sedang dikunyah dalam mulut belalang. Gerangan apakah yang 




 Hal yang serupa pula disebutkan dalam Q.S An-nisa:29 . 
 َْأت لا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ِإ ْمُكْمَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت لاَو ْمُكْمْنِم ٍضَار َت ْنَع ًَةراَِتِ َنوُكْمَت ْنَأ لاِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكْمَن ْ ي َب ْمُكْمَلاَوَْمأ اوُلُك َّن
اًميِحَر ْمُكْمِب َناَك َوَّللا 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
48
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 Dari ayat diatas janganlah memakan hartamu diantara kalian sendiri 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang terjadi suka sama 
suka diantara kamu. Ayat yang sedang dibahas ini dengan jelas mengatakan bila 
beberapa orang memenangkan suatu kasus dengan cara melakukan suap  maka 
kekayaan yang diperoleh dari proses pengadilan tersebut menjadi tak halal bagi 
mereka. Jadi, kemenangan dipengaddilan saja tidak membuat harta menjadi halal. 
 Di dalam fiqh jinayah penyuapan diqiyaskan dengan risywah secara 
etimologis kata risywah berasal dari bahasa arab risa-yarsiwa yang di baca 
risywah yang artinya yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu manzhur juga 
mengemukakan penjelasan abdul abas tentang makna risywah terbentuk dari 
kalimat “risal far” anak burung merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya 
kepada induknya untuk disuapi.
49
 
 Adapun secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam 
rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka 
membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.
50
 
 Dalam sebuah kasus, risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak 
pemberi (al-rasyi), pihak penerima pemberian tersebut (al-mutasyi) dan barang 
bentuk dan jenis pemberian yang diserah terimakan. Akan tetapi, dalam kasus ini 
risywa tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan 
barang sebagai objek risywahnya, melainkan juga melibatkan pihak keempat 
sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan pihak kedua, bahkan bisa 
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juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa 
atau kesepakatan para pihak dimaksud.
51
 
 Diantara beberapa definis risywah, definisi penulis buku kasyf al-qanna‟an 
matn al-iqna, mansyur bin yunus idris al-bahuti, menurut penulis cukup menarik 
sebab ia mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada 
pihak kedua dalam rangka mencegah pihak pertama agar terhindar dari 
kezhaliman pihak kedua dan agar pihak kedua mau melaksanakan kewajibannya 




 Dari uraian tentang pengertian dan hukum risywah di atas, bisa 
disimpulkan bahwa risywah atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan 
seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang 
diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian 
tersebut. Dalam kasus penyuapan bisa, biasanya melibatkan tiga unsur utama, 
yaitu pemberi suap (al-rasyi), penerima suap (al-murtasyi), dan barang atau nilai 
yang diserah terimakan dalam kasus suap. Namun demikian tidak menutup 
kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai 
broker atau perantara atau pemberi dan penerima suap. Broker dan perantara ini 
disebut dengan al-rasyi. 
 Masalah surapa sangat penting dalam Islam. Abu Hurairah, ia berkata, 
dalam hadist Nabi Muhammad SAW. 
وظز ٍعنىكحنا ًف ًشحسًناو ًشاسنا ىهظو ٍّهع اللَّ ىهص اللَّ ل  
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Artinya : “Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam telah melaknat orang yang 
menyuap dan yang menerima suap dalam masalah hukum”53 
 Dalam rangka memahami hadist larangan suap-menyuap diatas, perlu 
dikaji secara mendalam latar belakang hadis tersebut disampaikan oleh nabi, 
disamping persoalan pemahaman suatu topik masalah yang sama yang terkandung 
dalam hadis. Ketika rasulullah mengungkapkan kata la‟ana dalam hadisnya, ini 
memberi petunjuk adanya semacam ancaman atau setidak-tidaknya teguran keras 
berkaitan dengan perbuatan yang dimaksud. 
 Hadist ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat penyuap dan 
orang yang disuap (dalam kitab An-Nihayah tertera Ar-Rasyi artinya orang yang 
memberikan uang suap agar si hakim menolongnya untuk suatu perbuatan bathil 
dan mutasyi artinya orang yang menerima uang suap tersebut) dalam perkara 
peradilan”. Dalam kitab An-Nihayah terdapat tambahan ar-rasyi artinya perantara 
antara yang menyuap dan yang menerima suap. Walau si perantara melakukannya 
dengan suka rela, ia tetap mendapat laknat sebagaimana yang tercantum dalam 




 Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku risywah, yaitu hukum takzir 
sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Dalam hal ini, 
Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak 
pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-qur‟an dan Hadist), 
mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi 
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takzir yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi 
yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk 
memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi 
hukum harus disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, 




 Jadi di dalam tinjauan fiqh jinayah mengenai kasus money politik dalam 
sengketa pemilihan kepala desa di desa batu gajah kecamatan muara rupit 
kabupaten musi rawas utara, yang dilakukan oleh calon yang melakukan suap-
menyuap dalam bentuk politiknya  itu termasuk dalam kategori Risywah 
(penyuapan, pemberian hadiah dan komisi) karena pada fakta kronologinya calon 
kepala desa telah melakukan risywah kepada para warganya agar dapat 
memilihnya dalam pemilihan kepala desa tersebut.dan sebenarnya dalam hukum 
islam maka para calon yang melakukan money politic tersebut dikenakan saksi 
takzir karena risywah (penyuapan dengan cara memberi hadiah/uang) tidak 
termasuk dalam jarimah hudud,qisas dan diyat, maka dari itu sanksi takzirlah 
yang lebih tepat untuk kasus ini yaitu pemerintah dan hakimlah yang dapat 
mengadili memutuskan sanksi terhadap pelaku money politic dalam pemilihan 
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 Berdasarkan pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah 
digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Bentuk Money Politic dalam pemilihan calon Kepala Desa di Desa batu Gajah 
Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara senagaja memberikan 
uang atau hadiah kepada warganya untuk mempengaruhi hak warga atas dasar 
hati nuraninya agar warga dapat melakukan apa yang dikehendaki para calon 
yaitu memilihnya untuk menjadi Kepala Desa di Desa batu Gajah Kecamatan 
Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. 
2. Mengenai tinjauan fiqh jinayah terhadap money politic yang dilakukan calon 
kepala desa di Desa batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi 
Rawas Utara 
3. Islam  sudah mengatur tentang suap-menyuap ini atau dalam bahasa lain 
disebut money politic dan hukumnya adalah haram. Sanksinya adalah takzir 
karena risywah (penyuapan dan pemberian hadia/uang) tidak termasuk dalam 







Meskipun sudah ada hukuman yang diterapkan oleh ulil amri atau takzir 
tidak membuat efek jerah para pelaku, terbukti masih ada pelanggaran aturan oleh 
pejabat khususnya, mereka masih bisa tersenyum lepas di mana saja, solusinya 
adalah bagaimana cara agar aturan yang sudah ada bisa mencegah tindak pidana 
semacam ini yaitu Money Politic mengingat antara das sollen dan das sein nya 
tidak terealisasikan dengan baik. Ini adalah tugas pemerintah karena percuma 
masyarakat menyerukan aspirasi sebanyak apapun kalau tidak di terima dan 
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